
 

 

 

BUPATI LAMONGAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 

NOMOR ..... TAHUN 2026 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMONGAN, 
 
Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten 

Lamongan memiliki kewenangan dalam 

mengolah potensi daerah berupa penyediaan 

air minum yang sehat, bersih, produktif dan 

berkelanjutan bagi pemenuhan hajat hidup 

masyarakat, serta memberikan manfaat bagi 

perkembangan perekonomian daerah, perlu 

didukung dengan peningkatan kinerja 

Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan 

prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian 

Perusahaan Daerah telah dicabut dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 

Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian 

Badan Usaha Milik Daerah Air Minum maka 

beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan 

Umum Daerah Air Minum perlu dilakukan 

penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan 

Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Daerah dapat 

mendirikan Badan Usaha Milik Daerah terdiri 

atas Perusahaan Umum Daerah dan 



Perusahaan Perseroan Daerah, dan Badan 

Usaha Milik Daerah yang sudah ada paling 

lama 3 (tiga) tahun wajib disesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b 

dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air 

Minum Kabupaten Lamongan. 

 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan 

dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 

1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 

tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 



305, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6173); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

8. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah 

Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman 

Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 

Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan 

Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 

Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan 

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan 

Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 700); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 

Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian 

Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

1074). 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 

Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha 

Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 

Nomor 17). 

 

 

 
 
 



Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN LAMONGAN  

dan  

BUPATI LAMONGAN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN 

LAMONGAN. 

 

 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air 

Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2019 Nomor 4), diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Lamongan. 

3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Lamongan. 

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut 

Perumda, adalah BUMD yang seluruh modalnya di miliki 

satu daerah dan tidak terbagi atas saham. 

7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten 

Lamongan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum 

adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten 

Lamongan 

8. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam 

Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada 

Perumda Air Minum yang selanjutnya disebut KPM adalah 

organ Perumda Air Minum yang memegang kekuasaan 

tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang 

segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi 

atau Dewan Pengawas. 

9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang 

bertugas melakukan pengawasan dan memberikan 



nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan 

pengurusan Perumda Air Minum. 

10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang 

bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum 

untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta 

mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

11. Perangkat Daerah meliputi Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas 

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 

12. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum. 

13. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan 

perusahaan yang memuat antara lain janji atau 

pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota 

Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh 

KPM. 

14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat 

UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan 

kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota 

Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda Air 

Minum. 

15. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki 

fungsi dan keahlian -untuk melakukan proses penilaian, 

mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan 

untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, 

untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon 

Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota 

Direksi Perumda Air Minum yang ditetapkan oleh KPM. 

16. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang 

yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota 

Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan. 

17. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang 

dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan 

mengikuti proses penjaringan. 

18. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang 

telah mengikuti UKK. 

19. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah 

mengikuti UKK. 

20. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk 

melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas 

dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan 

oleh KPM. 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 



22. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan 

Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan 

penyertaan modal Daerah pada BUMD. 

23. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan Perumda Air 

Minum dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. 

24. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum (RKA 

Perumda Air Minum) adalah penjabaran tahunan dari 

Rencana Bisnis Perumda Air Minum. 

25. Saldo Laba Positif adalah Laba Bersih Perumda Air Minum 

dalam tahun buku berjalan yang telah menutup 

akumulasi kerugian dari tahun buku sebelumnya. 

26. Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha Perumda Air 

Minum yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak 

langsung. 

27. Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha 

Perumda Air Minum. 

28. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh 

satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan 

BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan 

pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih 

karena hukum kepada BUMD yang menerima 

penggabungan dan selanjutnya status badan hukum 

BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 

29. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara 

mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum 

memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang 

meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang 

meleburkan diri berakhir karena hukum. 

30. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan 

untuk mengambil alih Modal BUMD yang mengakibatkan 

beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut. 

31. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang 

tidak mengakibatkan Status badan hukumnya hilang, 

BUMD yang dibubarkan baru kehilangan status hukum 

sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban 

likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, 

Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas. 

32. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam 

rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah 

strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna 

memperbaiki kinerja dan/ atau meningkatkan nilai 

BUMD. 

33. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh 

seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan 

Pegawai Perumda Air Minum. 

34. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada 

Dewan Pengawas dan Direksi apabila Perumda Air Minum 



memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi 

kerugian. 

35. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan 

kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan 

tidak mengalami akumulasi kerugian. 

36. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan 

kepada anggota Direksi dan pegawai apabila terjadi 

peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian 

atau akumulasi kerugian pada periode tertentu. 

37. Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan 

kepada anggota Dewan Pengawas apabila terjadi 

peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian 

atau akumulasi kerugian pada periode tertentu. 

38. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan 

menjalankan program yang menjanjikan manfaat 

pensiun. 

39. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun 

yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian 

atau seluruh karyawannya sebagai peserta. 

40. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana 

Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan 

tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan 

yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau 

perorangan secara mandiri. 

 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 8 

(1) Modal Dasar Perumda Air Minum seluruhnya 

merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 

Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). 

(2) Modal Perumda Air Minum sampai dengan akhir 

Desember 2025 telah mengalami penambahan yang 

berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga 

jumlah modal seluruhnya yang sudah disetor adalah 

sebesar Rp 94.641.218.742,51 (sembilan puluh empat 

milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus 

delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua koma 

lima puluh satu rupiah). 

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah 

penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan modal 

dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(4) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya 

modal dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai pengelolaan keuangan daerah. 

 



 

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 14 

(1) Pengurusan Perumda Air Minum dilakukan oleh organ 

Perumda Air Minum. 

(2) Organ Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. KPM; 

b. Dewan Pengawas; dan 

c. Direksi. 

 

4. Ketentuan Bagian Kedua Bab VI diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut 

Bagian Kedua 

KPM 

 

Pasal 16 

(1) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda Air 

Minum mempunyai kewenangan mengambil keputusan. 

(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat 

perangkat daerah. 

(3) kewenangan mengambil keputusan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terhadap: 

a. perubahan anggaran dasar; 

b. pengalihan aset tetap; 

c. kerja sama; 

d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan 

anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; 

e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari 

modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan 

revaluasi aset: 

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas 

dan Direksi; 

g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi; 

h. penetapan besaran penggunaan laba; 

i. pengesahan laporan tahunan; 

j. penggabungan, pemisahan, peleburan, 

pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air 

Minum; dan 

k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air 

Minum dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. 

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diatur dalam Keputusan Bupati.  

 

5. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal 

yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:  



  

Pasal 16A 

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air 

Minum apabila dapat membuktikan : 

a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung 

maupun tidak langsung; 

b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh Perumda Air Minum; dan/ atau 

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak 

langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum 

secara melawan hukum. 

 

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 18 

(1) Direksi dipilih dan diangkat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Sebelum menetapkan calon anggota direksi, Kepala 

Daerah menyampaikan calon anggota direksi terpilih 

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan 

Daerah untuk mendapatkan pertimbangan. 

 

 

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 20 

(1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM dengan 

memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan 

atau pengelolaan Perumda Air Minum dengan ketentuan:   

a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai 

dengan 50.000; 

b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah 

pelanggan dari 50.001 sampai dengan 100.000 yang 

telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara 

penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasi Perumda 

Air Minum; dan 

c. paling banyak 5 (lima) orang Direksi untuk jumlah 

pelanggan di atas 100.000 yang telah menerapkan 

tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak 

melebihi ketentuan rasio Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasi Perumda Air Minum. 

(2) Pemenuhan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dan huruf c terlebih dahulu mengajukan 

surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan 

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah 

dengan melampirkan dokumen: 



a. laporan keuangan Perumda Air Minum 3 (tiga) tahun 

terakhir yang telah di audit; 

b. hasil penilaian kinerja Perumda Air Minum 3 (tiga) 

tahun terakhir; dan  

c. rencana bisnis Perumda Air Minum. 

(3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling 

banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dan huruf c, seorang di antaranya diangkat 

sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik 

atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan 

oleh KPM terhadap seluruh Direksi. 

(4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

(5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu 

meningkatkan kinerja Perumda Air Minum dan pelayanan 

kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun. 

 

 

8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 21 

(1) Anggota Direksi Perumda Air Minum yang menjabat 

sebagai anggota Dewan Pengawas di anak 

perusahaan/perusahaan patungan/ perusahaan terafiliasi 

Perumda Air Minum tidak boleh menerima seluruh 

penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas yang 

dirangkapnya di anak perusahaan/perusahaan patungan/ 

perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum. 

(2) Penghasilan anggota Direksi Perumda Air Minum yang 

menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak 

perusahaan/perusahaan patungan/ perusahaan terafiliasi 

Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi pendapatan lain-lain Perumda Air Minum induk 

yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan 

patungan/ perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum 

 

9. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 26 

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, 

pengangkatan Direksi baru masih dalam proses 

penyelesaian, Dewan Pengawas dan/atau KPM dapat 

menunjuk pejabat dari Internal Perumda Air Minum. 

(2) Penunjukan pejabat dari Internal Perumda Air Minum 

oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dalam bentuk Pelaksana Tugas. 



(3) Penunjukan pejabat dari Internal Perumda Air Minum 

oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

bentuk Pejabat Sementara.  

(4) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan (3) definitif paling lama 6 (enam) bulan. 

(5) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Bupati. 

(6) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah 

jabatan 

 

10. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 42 

(1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas: 

a. gaji; 

b. tunjangan; 

c. fasilitas; dan/atau 

d. tantiem/insentif pekerjaan. 

(2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibayarkan secara non tunai. 

 

11. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 5 (lima) Pasal 

yakni Pasal 42A, Pasal 42B, Pasal 42C, Pasal 42D, Pasal 42E 

sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 42A 

(1) Gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf 

a ditetapkan dengan keputusan KPM setiap 2 (dua) tahun 

terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan. 

(2) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air 

Minum. 

(3) Dalam hal direksi lebih dari 1 (satu), besaran gaji direktur 

utama sesuai dengan keputusan KPM sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(4) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% 

(delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh 

direktur utama. 

 

Pasal 42B 

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) 

huruf b terdiri atas : 

a. tunjangan hari raya; 

b. tunjangan perumahan; 

c. tunjangan purna jabatan; dan  

d. tunjangan kinerja. 

(2) Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM. 



(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d diberikan secara bulanan yang 

besarannya ditetapkan dengan keputusan KPM.  

(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

pula pada Anggota Direksi. 

 

Pasal 42C 

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42B ayat (1) huruf c diberikan dengan ketentuan: 

a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan 

penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan 

selama menjabat. 

b. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi 

peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, iuran ke pesertaan program jaminan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan kepada 

Perumda Air Minum. 

c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan 

penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perumda Air 

Minum dapat mengikutsertakan Direksi dalam program 

pensiun tambahan yang diselenggarakan secara 

kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan 

hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai 

ketentuan perundang-undangan. 

d. Perumda Air Minum yang mengikutsertakan Direksi 

dalam program pensiun tambahan sebagaimana 

dimaksud pada huruf c, iuran yang dibayar oleh Perumda 

Air Minum diperhitungkan sebagai bagian dari 

pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum atas uang 

pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta 

uang pisah sesuai peraturan perundang-undangan. 

e. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan 

sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil daripada 

uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta 

uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air 

Minum. 

f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada 

huruf c dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti 

yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK. 

g. iuran pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d 

dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling 

banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program 

jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara 

jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a. 

h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program 

pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud 



pada huruf d ditetapkan paling banyak sebesar gaji 

terakhir pada setiap periode jabatan. 

 

 

Pasal 42D 

(1) Direksi maupun Anggota Direksi Perumda Air Minum 

dapat diberikan fasilitas sebagai berikut: 

a. fasilitas kendaraan; 

b. fasilitas kesehatan; 

c. fasilitas perumahan; dan 

d. fasilitas bantuan hukum. 

(2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan 

oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan 

memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air 

Minum. 

b. anggota Direksi Perumda Air Minum hanya berhak atas 

1 (satu) unit fasilitas kendaraan dari Perumda Air 

Minum. 

c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh 

KPM; 

d. dalam hal anggota Direksi Perumda Air Minum tidak 

lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan 

kendaraan tersebut kepada Perumda Air Minum. 

e. fasilitas kendaraan yang telah menjadi aset Perumda 

Air Minum, dapat dipergunakan sampai dengan umur 

ekonomisnya habis yakni 5 (lima) tahun sesuai dengan 

standar akuntansi Perumda Air Minum; dan  

f. untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis 

wajib dipindah tangan kan sehingga tidak lagi menjadi 

aset Perumda Air Minum. 

(3) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) 

huruf b diberikan dalam bentuk: 

a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib 

merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional 

yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara 

jaminan sosial kesehatan. 

b. pemeriksaan kesehatan secara medis dilakukan di 

dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun. 

c. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah 

menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang 

diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan 

sosial kesehatan, iuran ke pesertaan program jaminan 

kesehatan dibebankan kepada Perumda Air Minum. 

(4) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal Perumda Air 

Minum memiliki rumah dinas. 



(5) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan 

perumahan. 

(6) Perumda Air Minum memberikan fasilitas bantuan 

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

kepada Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan 

untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan 

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Air 

Minum dengan memperhatikan prinsip kewajaran, 

transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan 

keuangan Perumda Air Minum. 

(7) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan: 

a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses 

pemberian keterangan dan/atau pemeriksaan sebagai 

saksi di lembaga peradilan dan persiapan dokumen 

terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; 

b. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan 

dengan proses hukum tersebut; 

c. fasilitas bantuan hukum dibebankan pembiayaannya 

kepada Perumda Air Minum hanya untuk 1 (satu) 

penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu. 

d. penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh 

Perumda Air Minum sesuai dengan ketentuan 

pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perumda 

Air Minum. 

e. dalam hal anggota Dewan Pengawas menggunakan 

penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau 

terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa 

hukum sebagaimana dimaksud huruf d, baik pada 

tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat 

pertama, banding, kasasi maupun peninjauan 

kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum 

tidak ditanggung/diganti oleh Perumda Air Minum. 

f. dalam hal Direksi yang bersangkutan diputus 

bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan 

dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi 

beban Perumda Air Minum 

g. selama permasalahan hukum belum mempunyai 

kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan 

anggota Direksi yang bersangkutan tidak dibayarkan 

dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai 

jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda 

Air Minum. 

(8) Perumda Air Minum tidak memberikan fasilitas bantuan 

hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, 

tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau 



tergugat karena proses selain pidana kecuali yang 

dilaporkan oleh: 

a. Perumda Air Minum; 

b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara 

atau lembaga pemerintah; atau 

c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM. 

(9) Anggota Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan 

hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan 

bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut: 

a. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan 

dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi; 

b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya 

sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan 

oleh Perumda Air Minum; 

c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan 

untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada 

Perumda Air Minum apabila ternyata terbukti 

kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam 

kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan 

d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah 

dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Direksi 

yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh 

pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

 

 

Pasal 42E 

(1) Perumda Air Minum dapat memberikan Tantiem atau 

Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (1) huruf d kepada Direksi berdasarkan penetapan 

KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:  

a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa 

pengecualian; 

b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama 

dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman 

penilaian kinerja Perumda Air Minum yang ditetapkan 

oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau 

keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya 

dan/atau di luar pengendalian Direksi; 

c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan 

puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar 

pengendalian Direksi; dan 

d. kondisi Perumda Air Minum tidak semakin merugi dari 

tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum dalam 

kondisi rugi, atau Perumda Air Minum tidak menjadi 

rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa 

memperhitungkan di luar pengendalian Direksi. 

(2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, 



dinyatakan dalam laporan tahunan dan disetujui oleh 

KPM. 

 

12. Ketentuan Pasal 43 dihapus.  

 

13. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 44 

(1) Direksi berhak atas hak cuti sebagai berikut: 

a. cuti tahunan; 

b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah; 

c. cuti ibadah; dan 

d. cuti melahirkan. 

(2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam 

setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) 

huruf b; dan  

b. diberikan apabila anggota Direksi telah bekerja 

paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-

turut. 

(3) Ketua Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui 

atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang 

diajukan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

(4) Dalam hal anggota Direksi mendapatkan persetujuan 

ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), anggota Direksi yang bersangkutan 

melaporkan persetujuan tersebut kepada KPM. 

(5) Ketua Dewan Pengawas dapat menunda cuti tahunan 

yang dimohonkan oleh anggota Direksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alasan 

kepentingan Perumda Air Minum. 

(6) Dalam hal anggota Direksi tidak mengambil hak cuti 

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan 

tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur 

dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang. 

(7) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

diberikan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

(8) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan 

jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh 

otoritas yang berwenang. 



(9) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

14. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 48 

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur 

independen dan unsur lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat 

Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan 

pelayanan publik. 

(3) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak 

bertugas melaksanakan pengawasan intern Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. 

 

15. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 49 

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. 

(2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 

paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat 

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri lebih dari 1 (satu) orang 

anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas yang 

berasal dari unsur Pemerintah Daerah diangkat sebagai 

ketua Dewan Pengawas. 

(4) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diangkat oleh KPM. 

 

16. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 50 

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM 

dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas 

pengurusan atau pengelolaan Perumda Air Minum 

dengan ketentuan:   

a. 1 (satu) orang untuk jumlah pelanggan sampai 

dengan 50.000; 

b. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan 

dari 50.001 sampai dengan 100.000 yang telah 



menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh 

dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan Operasi Perumda Air Minum; 

dan 

c. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan 

di atas 100.000 yang telah menerapkan tarif air 

pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi 

ketentuan rasio Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasi Perumda Air Minum. 

(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri lebih dari 1 (satu) orang 

anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas yang 

berasal dari unsur Pemerintah Daerah diangkat 

sebagai ketua Dewan Pengawas 

 

 

17. Ketentuan Pasal 51 dihapus. 

 

18. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 52 

(1) Dewan Pengawas bertugas: 

a. melakukan pengawasan terhadap perumda air 

minum; dan  

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi 

dalam menjalankan pengurusan perumda. 

(2) Dewan Pengawas wajib: 

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan 

b. membuat dan memelihara risalah rapat. 

 

19. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 53 

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 52, Dewan Pengawas memiliki wewenang: 

a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

pengawasan dan pengelolaan Perumda Air Minum; 

b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu. 

c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air 

Minum; 

d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang 

disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan 

Kepala Daerah; dan 



e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian 

sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi 

kepada KPM.  

 

 

20. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 54 

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris 

Dewan Pengawas yang dibiayai oleh Perumda Air 

Minum. 

(2) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan 

Pengawas dengan memperhatikan kemampuan 

Perumda Air Minum. 

(3) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:  

a. honorarium paling sedikit sebesar upah minimum 

provinsi dan kabupaten/kota; 

b. fasilitas berupa pembayaran iuran ke pesertaan 

badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan 

iuran ke pesertaan badan penyelenggara jaminan 

sosial ketenagakerjaan; dan 

c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 

(satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium. 

(4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas 

Dewan Pengawas. 

(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 

dari luar Perumda Air Minum. 

(6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.  

(7) Masa jabatan sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan 

oleh Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat 

diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun. 

(8) Sekretaris Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. memiliki integritas yang baik; 

b. profesional dalam menjalankan fungsi sekretaris; 

dan 

c. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan 

berkoordinasi dengan baik. 

(9) Sekretaris Dewan Pengawas tidak boleh merangkap 

sebagai: 

a. anggota Dewan Pengawas pada Perumda Air 

Minum/Perusahaan lain; 

b. sekretaris Dewan Pengawas Perumda Air 

Minum/perusahaan lain; 



c. anggota komite lainnya pada Perumda Air Minum; 

dan/atau 

d. anggota komite pada Perumda Air 

Minum/perusahaan lain. 

 

 

21. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 55 

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh 

KPM. 

(2) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri 

atas: 

a. honorarium; 

b. tunjangan; 

c. fasilitas; dan/atau 

d. Tantiem atau Insentif Kinerja. 

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibayarkan secara non tunai. 

 

22. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 56 

(1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a sebagai 

berikut : 

a. ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh 

persen) dari gaji direktur utama; 

b. anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan 

puluh persen) dari honorarium ketua Dewan 

Pengawas; 

c. dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) 

orang, honorarium Dewan Pengawas paling banyak 

sebesar honorarium ketua Dewan Pengawas 

sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan 

(2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan 

KPM 

 

 

23. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 57 

Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas: 

a. tunjangan hari raya; dan 



b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan. 

 

24. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 58 

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 

huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium. 

 

25. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 59 

 

(1) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 57 huruf b diberikan dengan 

mengikutsertakan dalam program jaminan sosial 

ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial 

nasional. 

(2) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan kepada anggota Dewan 

Pengawas yang belum menjadi peserta program 

jaminan sosial ketenagakerjaan. 

 

26. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni 

Pasal 59A dan Pasal 59B sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 59A 

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf 

c sebagai berikut: 

a. fasilitas kesehatan; dan 

b. fasilitas bantuan hukum. 

(2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a diberikan dengan ketentuan: 

a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib 

merupakan bagian dari sistem jaminan sosial 

nasional yang diselenggarakan oleh badan 

penyelenggara jaminan sosial kesehatan. 

b. pemeriksaan kesehatan secara medis dilakukan di 

dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap 

tahun. 

c. dalam hal anggota Dewan Pengawas sebelum 

menjabat telah menjadi peserta program jaminan 

sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan 

penyelenggara jaminan sosial kesehatan, anggota 

Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a. 



(3) Ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum anggota 

Dewan Pengawas mutatis mutandis dengan ketentuan 

fasilitas bantuan hukum anggota Direksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42C 

 

Pasal 59B 

 

(1) Perumda Air Minum dapat memberikan Tantiem atau 

Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

55 ayat (2) huruf d kepada Dewan Pengawas 

berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan 

laporan tahunan apabila: 

a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar 

tanpa pengecualian; 

b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama 

dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman 

penilaian kinerja Perumda Air Minum yang 

ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan 

beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi 

sebelumnya dan/atau di luar pengendalian 

Direksi; 

c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan 

puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar 

pengendalian Direksi; dan 

d. kondisi Perumda Air Minum yang bersangkutan 

tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya 

untuk Perumda Air Minum dalam kondisi rugi, 

atau Perumda Air Minum tidak menjadi rugi dari 

sebelumnya dalam kondisi untung tanpa 

memperhitungkan di luar pengendalian Direksi. 

(2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, 

dinyatakan dalam laporan tahunan dan disetujui oleh 

KPM. 

 

27. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 60 

 
(1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila: 

a. meninggal dunia; 
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau 

c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

(2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir 

karena masa jabatannya berakhir sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 huruf b, anggota Dewan 

Pengawas menyampaikan laporan pengawasan tugas 



akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 

berakhir masa jabatannya. 

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan 

yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah berakhir masa jabatannya. 

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar 

pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau 

memberhentikan anggota Dewan Pengawas. 

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota 

Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya 

dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu 

atau audit tahunan dari KAP kepada KPM.  

(6) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir 

karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian 

dimaksud disertai alasan pemberhentian. 

(7) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila berdasarkan 

data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, 

anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan: 

a. tidak dapat melaksanakan tugas; 

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan/ atau ketentuan 

anggaran dasar; 

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang 

mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, 

daerah, dan/atau negara; 

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

e. mengundurkan diri; 

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota 

Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  dan/atau 

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan 

kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, 

likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air 

Minum; 

(8) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM  

 

 

28. Setelah Bagian Keempat Bab IV, ditambahkan 1 (satu) bagian 

dan 1 (satu) Pasal, yakni Bagian Kelima sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  

 

Bagian Kelima  

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BUMDAM 



Pasal 62A 
(1) Direksi berwenang untuk menetapkan struktur 

organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dengan 

memperhatikan lingkup usaha dan pelayanan serta 

prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 

(2) Struktur organisasi Perumda Air Minum kategori kecil 

untuk jumlah pelanggan paling banyak 50.000 (lima 

puluh ribu) pelanggan, sekurang-kurangnya terdiri atas 

Satuan Pengawas Intern, bidang yang menangani 

urusan administrasi dan keuangan, bidang yang 

menangani urusan teknik/operasional dan bidang yang 

menangani hubungan pelanggan. 

(3) Struktur organisasi Perumda Air Minum kategori sedang 

sedang untuk jumlah pelanggan sebanyak 50.001 (lima 

puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) 

pelanggan sekurang-kurangnya terdiri atas Satuan 

Pengawas Intern, sekretaris Perumda Air Minum, bidang 

yang menangani urusan administrasi dan keuangan, 

bidang yang menangani urusan produksi, bidang yang 

menangani urusan transmisi dan distribusi, bidang yang 

menangani urusan perencanaan, dan bidang yang 

menangani hubungan pelanggan. 

(4) Struktur organisasi Perumda Air Minum kategori besar 

untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus 

ribu) pelanggan sekurang-kurangnya terdiri atas Satuan 

Pengawas Intern, sekretaris Perumda Air Minum, komite 

audit, bidang yang menangani urusan keuangan, bidang 

yang menangani urusan produksi, bidang yang 

menangani urusan transmisi dan distribusi, bidang yang 

menangani urusan perencanaan, bidang yang menangani 

urusan umum, bidang yang menangani aset dan 

perawatan dan bidang yang menangani hubungan 

pelanggan. 

 

 

29. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 65 

(1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum adalah 

56 (lima puluh enam) tahun. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diperpanjang setinggi-tingginya sampai 58 (lima puluh 

delapan) tahun secara selektif sepanjang terdapat alasan 

khusus dengan mempertimbangkan keahlian, kebutuhan 

dan kesehatan dari pegawai Perumda Air Minum. 

(3) Masa perpanjangan khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan mekanismenya 



diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat 

persetujuan dari KPM.  

 

30. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 66 

(1) Pegawai Perumda Air Minum memperoleh penghasilan 

yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, 

tanggung jawab, dan kinerja. 

(2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum paling 

banyak terdiri atas: 

a. gaji; 

b. tunjangan; 

c. fasilitas; dan/atau 

d. jasa produksi/bonus atau insentif pekerjaan. 

(3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 

peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari 

KPM. 

(4) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan 

secara non tunai. 

 

 

31. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 67 

(1) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 

ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum 

provinsi dan kabupaten/kota. 

(2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berpedoman pada prinsip-prinsip skala gaji 

aparatur sipil negara atau skema penggajian 

berdasarkan resiko dan beban kerja yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air 

Minum. 

(3) Besaran gaji pegawai Perumda Air Minum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan direksi. 

 

 

32. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 68 



(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 

ayat (2) huruf b terdiri atas: 

a. tunjangan istri/suami; 

b. tunjangan anak; 

c. tunjangan perumahan; 

d. tunjangan jabatan; 

e. tunjangan kinerja; 

f. tunjangan hari raya; 

g. tunjangan pendidikan; dan 

h. program pensiun. 

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan huruf b merupakan tunjangan tetap. 

(3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf g dibayarkan sekali dalam 1 (satu) 

tahun sebesar gaji sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 66 ayat (2) huruf a ditambah tunjangan tetap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Apabila suami istri kedua-duanya berkedudukan 

sebagai pegawai Perumda Air Minum yang sama, 

maka tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diberikan kepada yang mempunyai gaji paling 

tinggi. 

(5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan keputusan Direksi. 

 

 

33. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 69 

(1) Pegawai Perumda Air Minum diikutsertakan dalam 

program jaminan yang diselenggarakan badan 

penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. 

(2) Selain program jaminan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), pegawai tetap Perumda Air Minum dapat 

diikutsertakan dalam program pensiun tambahan yang 

diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya 

peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan 

kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan dengan memperhatikan rasio 

Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda 

Air Minum. 

(3) Program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat berbentuk iuran pasti atau 

manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau 

DPPK. 

(4) Iuran pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dibayarkan selama masa kerja sebagai pegawai tetap 

paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada 



program jaminan yang diselenggarakan badan 

penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program 

pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Perumda Air Minum yang mengikutsertakan pegawai 

tetap dalam program pensiun tambahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), iuran yang dibayar oleh 

Perumda Air Minum diperhitungkan sebagai bagian 

dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum atas 

uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa 

kerja serta uang pisah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(7) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun 

tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih 

kecil daripada uang pesangon dan uang 

penghargaan masa kerja serta uang pisah maka 

selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum. 

 

34. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 70 

 

(1) Perumda Air Minum dapat memberikan Jasa 

Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan kepada 

pegawai Perumda Air Minum berdasarkan penetapan 

KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila: 

a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar 

tanpa pengecualian; 

b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama 

dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman 

penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Menteri 

tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan 

akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di 

luar pengendalian Direksi; 

c. kondisi Perumda Air Minum yang bersangkutan 

tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk 

Perumda Air Minum dalam kondisi rugi, atau 

Perumda Air Minum tidak menjadi rugi dari 

sebelumnya dalam kondisi untung tanpa 

memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; 

dan 

d. capaian IKU pegawai paling rendah 80% (delapan 

puluh persen). 

(2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 



huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda 

Air Minum dan disetujui oleh KPM  

 

35. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 72 

(1) Pegawai berhak atas hak cuti sebagai berikut: 

a. cuti tahunan; 

b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah; 

c. cuti ibadah; dan 

d. cuti melahirkan. 

(2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja 

dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) 

huruf b; dan 

b. diberikan apabila pegawai telah bekerja paling 

sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut. 

(3) Ketua Dewan Pengawas berwenang untuk 

menyetujui atau menolak permohonan izin 

pelaksanaan cuti yang diajukan Pegawai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Dalam hal anggota Direksi mendapatkan 

persetujuan ketua Dewan Pengawas anggota Direksi 

yang bersangkutan melaporkan persetujuan 

tersebut kepada KPM. 

(5) Ketua Dewan Pengawas dapat menunda cuti 

tahunan yang dimohonkan oleh anggota Direksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berdasarkan alasan kepentingan Perumda Air 

Minum. 

(6) Dalam hal pegawai tidak mengambil hak cuti 

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan 

tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi 

gugur dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang. 

(7) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

diberikan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

(8) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dapat diberikan secukupnya dengan 

memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman yang 

ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. 



(9) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

36. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 73 

(1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai 

yang mempunyai masa kerja secara terus menerus 

selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 

30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan 

dengan kemampuan Perumda Air Minum. 

(2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang 

telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam 

pengembangan Perumda Air Minum. 

(3) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat 

diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat 

lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan 

paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat 

terakhir. 

(4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada 

pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan 

keputusan Direksi. 

 

37. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 82 

(1) Perumda Air Minum membentuk Satuan Pengawas Intern 

yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Air 

Minum. 

(2) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil 

pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan 

tembusan kepada Dewan Pengawas. 

(3) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan 

secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

mendapatkan persetujuan dari direktur utama. 

 

 

38. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 84 



(1) Satuan Pengawas Intern menyampaikan laporan kepada 

direktur utama sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan 

tahunan dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 

mengungkapkan kelemahan pelaksanaan pengendalian 

internal. 

 

39. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 85 

(1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan 

Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, 

untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi. 

(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil 

langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang 

dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan 

yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern. 

(3) Mengambil langkah yang diperlukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk 

ditindaklanjuti sebagai prioritas. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern 

wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi 

lainnya dalam Perumda Air Minum sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawabnya masing-masing. 

 

40. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 102 

Penyisihan piutang Perumda Air Minum dilaksanakan 

sesuai dengan standar ketentuan akuntansi yang berlaku. 

 

41. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 128 

(1) Besaran honorarium Dewan Pengawas dan gaji Direksi 

yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan 

Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu 

paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan 

Peraturan Daerah ini. 

(2) Fasilitas dan tunjangan Dewan Pengawas dan Direksi 

yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan 

Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu 

paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan 

Peraturan Daerah ini. 

(3) Periodisasi jabatan Dewan Pengawas, dan Direksi 

Perumda Air Minum yang telah ditetapkan sebelum 

berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai 



dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan 

dimaksud. 

(4) Ketentuan jumlah Direksi dan persyaratannya berlaku 

paling lambat  (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini 

diundangkan. 

 

42. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 131 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 

Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang 

Perusahaan Daerah Air Minum, Kabupaten Lamongan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 

Nomor 11); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 

tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2016 Nomor 12); 

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

 

 
 
 
 
Diundangkan di Lamongan 
Pada tanggal …………. 2026 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 

  

Pasal II 

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamongan. 

 Ditetapkan di Lamongan 

  Pada tanggal .............. 2026 

  BUPATI LAMONGAN 

  ttd 

  YUHRONUR EFENDI 



ttd 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN …… 2026 NOMOR …. 
  



PENJELASAN 

ATAS 
RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 

NOMOR ..... TAHUN 2026 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN 

LAMONGAN 
I. UMUM 

  

II. PASAL DEMI PASAL 

 Pasal 1 

Angka 1 

Cukup jelas  

 

Angka 2 

Cukup jelas  

 

Angka 3 

Cukup jelas  

 

Angka 4 

Cukup jelas  

 

Angka 5 

Cukup jelas  

 

Angka 6 

Cukup jelas  

 

Angka 7 

Cukup jelas  

 

Angka 8 

Cukup jelas  

 

Angka 9 

Cukup jelas  

 

Angka 10 

Cukup jelas  

 

Angka 11 

Cukup jelas  

 



Angka 12 

Cukup jelas  

 

Angka 13 

Cukup jelas  

 

Angka 14 

Cukup jelas  

 

Angka 15 

Cukup jelas  

 

Angka 16 

Cukup jelas  

 

Angka 17 

Cukup jelas  

 

Angka 18 

Cukup jelas  

 

Angka 19 

Cukup jelas  

 

Angka 20 

Cukup jelas  

 

Angka 21 

Cukup jelas  

 

Angka 22 

Cukup jelas  

 

Angka 23 

Cukup jelas  

 

Angka 24 

Cukup jelas  

 

Angka 25 

Cukup jelas  

 

Angka 26 

Cukup jelas  

 

Angka 27 

Cukup jelas  

 



Angka 28 

Cukup jelas  

 

Angka 29 

Cukup jelas  

 

Angka 30 

Cukup jelas  

 

Angka 31 

Cukup jelas  

 

Angka 32 

Pasal 68 

Ayat (1)  

Huruf a 

Tunjangan istri/suami adalah 

istri/suami dari perkawinan 

yang sah. 

Huruf b 

Tunjangan anak adalah anak 

hasil dari perkawinan yang sah 

Huruf c 

Cukup jelas  

Huruf d 

Cukup jelas  

Huruf e 

Cukup jelas  

Huruf f 

Cukup jelas  

Huruf g 

Cukup jelas  

Huruf h 

Cukup jelas  

Ayat (2)  

Cukup jelas  

 

Ayat (3)  

Cukup jelas  

 

Ayat (4)  

Cukup jelas  

 

Ayat (5)  

 

Angka 33 

Cukup jelas  

 



Angka 34 

Cukup jelas  

 

Angka 35 

Cukup jelas  

 

Angka 36 

Cukup jelas  

 

Angka 37 

Cukup jelas  

 

Angka 38 

Cukup jelas  

 

Angka 39 

Cukup jelas  

 

Angka 40 

Cukup jelas  

 

Angka 41 

Cukup jelas  

 

Angka 42 

Cukup jelas  

 

 

                                                                                    

 


